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Kejahatan mayantara (cybercrime) menjadi semakin dinamis karena perkembangan kejahatan ini mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa penyebaran informasi  pornografi (cyberporn dan cybersex).
Permasalahan   yang   akan   dikaji adalah: (1) Bagaimanakah formulasi kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang – undang Indonesia sebagai upaya terhadap penanggulangan cyberporn dan cybersex ? (2) Bagaimanakah penanggulangan cyberporn dan cybersex dengan peraturan perundang – undangan Indonesia ?
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah sehingga dapat memperoleh hasil penelitian memperoleh data perihal kebijakan penanggulangan cyberporn dan cybersex melalui hukum pidana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan metode kepustakaan yaitu metode yang menggunakan buku dan suatu aturan hukum yang kemudian penelitian ini disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif secara menyeluruh.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: (1) Tahap formulasi kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari pengertian kebijakan hukum pidana atau dapat disebut juga politik hukum pidana yaitu bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Oleh karena itu, dalam penanggulangan cyberporn dan cybersex dapat menggunakan RUU KUHP dan KUHP yaitu pasal 282, 283, dan 533 KUHP. (2) Penanggulangan cyberporn dan cybersex dengan menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang No.24 tahun 1997 tentang Penyiaran.
Simpulan dari penelitian ini adalah bentuk formulasi kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai upaya terhadap penanggulangan cyberporn dan cybersex dengan merumuskan kebijakan hukum pidana dalam KUHP dan RUU KUHP 2004/2005. Akan tetapi, terdapat adanya kelemahan jurisdiksi dan hanya eksplisit mengatur tentang cyberporn dan cybersex dalam pasal 282, 283 dan 533 KUHP, sedangkan dalam RUU KUHP 2004/2005 juga masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai cyberporn dan cybersex, baik itu dari segi yurisdiksi dan pelaku adalah korporasi sehingga penanggulangan cyberporn dan cybersex masih kurang efektif. Penanggulangan cyberporn dan cybersex juga bisa menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Telekomunikasi No.36 tahun 1999, UU Pornografi No.44 tahun 2008, dan UU Penyiaran No.24 tahun 1997. Tetapi masih ada keterbatasan dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saran dalam penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan cyberporn dan cybersex dapat dilakukan dengan penal, yaitu bagi para pembuat peraturan (legislatif) hendaknya membuat kebijakan yang mengatur tentang cyberporn dan cybersex sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) serta berorientasi pada Konsep KUHP 2005 yang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional, lalu memberi hukuman yang tegas terhadap pelaku atau penyedia jasa, akan tetapi anak-anak dibawah umur masih dapat mengakses situs porno yang dilakukan di warung internet. Jika menggunakan non penal, yaitu memblokir situs-situs yang mengandung unsur porno agar anak-anak dibawah umur tidak dapat mengaksesnya di warung internet.

